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ABSTRAK 

Annisa Ulfani Resti Rizal 2017/17233009 : Tinjauan Efektivitas 

Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pajak Atas Penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Di 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Padang Satu 

 

Dosen Pembimbing    : Yolandafitri Zulfia SE. 

 M.Si 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penerbitan surat ketetapan 

pajak. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

Satu yang beralamat di Jalan Aziz Chan No. 26, Sawahan, Kec. Padang 

Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.  

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana 

penelitian ini mendeskripsikan atau menceritakan suatu fenomena ataupun 

gejala sosial yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data 

untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan atas penerbitan surat 

ketetapan pajak menggunakan 4 rasio. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis dekriptif dengan pendekatan 

kulitatif sedangkan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer 

yaitu hasil dari wawancara dan pengolahan data, data sekunder sebagai 

pelengkap data yang akan diolah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) pelaksanaan pemeriksaan 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada tahun 2016-2019 

pada rasio penyelesaian pemeriksaan telah memenuhi prinsip efektivitas, 

bahkan melebihi 100%. 2) pada rasio SKP yang disetujui terjadi fluktuasi, 

yaitu pada tahun 2016 dan 2017 telah memenuhi prinsip efektivitas namun 

pada tahun 2018 dan 2019 tidak memenuhi prinsip efektivitas. 3) pada rasio 

penyelesaian pemeriksaan tepat waktu juga mengalami fluktuasi yaitu pada 

tahun 2016 sampai 2018 tidak memenuhi prinsip efektivitas namun pada 

tahun 2019 telah memenuhi prinsip efektivitas. 4) pada rasio pertumbuhan 

pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan surat ketetapan pajak, setelah 

diukur dengan menggunakan grafik laju pertumbuhan pelaksanaan 

pemeriksaan dengan penerbitan surat ketetapan pajak mulai tahunn 2016 

sampai dengan 2019 pada kecenderungan meningkat meskipun mengalami 

fluktuasi. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan 

potensi yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi maupun sumber daya alam. 

Namun sebagai negara berkembang masalah-masalah perekonomian sering 

terjadi. Salah satunya adalah masalah pembiayaan negara. Sebagaimana yang 

kita ketehui pembiayaan negara sebagian besarnya dibiayai dari sektor pajak. 

Penerimaan pajak menjadi penerimaan utama apabila sumber dana 

pembangunan dan pembiayaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

kerena sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi otoritas negara. 

Kebijakan ekonomi yang dibuat negara harus mampu untuk memaksimalkan 

penerimaan negara, salah satunya melalui kebijakan fiskal (Rahim, dkk 

2016). 

Masalah pembiayaan menjadi hal yang vital dalam upaya membiayai 

kegiatan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembiayaan 

pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN). Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen 

utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya 

proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN (Asri dan Vinola, 2009). 

Sebagaimana yang kita tahu pajak merupakan pendapatan terbesar bagi 

negara. Soemitro dalam Waluyo (2014:3) mengemukakan bahwa pajak 

adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
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dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang 

langsung ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam 

undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan, di pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang wajib 

membayarnya menurut ketentuan Undang-Undang akan digunakan untuk 

keperluan dan pengeluaran negara yang disebut dengan Angaran Pedapatan 

Belanja Negara (APBN). 

Dari kedua pendapat di atas pajak merupakan iuran wajib yang 

dibayarkan oleh orang yang wajib membayarnya dan dapat dipaksakan 

menurut undang-undang tanpa mendapat kontraprestasi atau imbalan secara 

langsung serta diggunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuaran rakyat. Apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban 

perpajakan sebagai dasar kepatuhan wajib pajak maka, wajib pajak tersebut 

dapat dikenakan saksi terhadap pelanggaran perpajakan yang dilakukannya. 

Waluyo (2014:17) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu: 1) sistem Official Assesment, sistem ini merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2) sistem Self 
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Assesment, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri basarnya 

pajak yang harus dibayar. 3) sistem Withholding, sistem ini merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak katiga untuk 

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem 

pemungutan pajak yang semula menggunakan Official Assessment System  

menjadi Self Assessment System. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas 

menurut Waluyo (2014:17) bahwa Self Assessment System merupakan 

pemungutan pajak yang memberi wewenag, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada wajib pajak untuk mengitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

Penerapan Self Assessment System akan efektif apabila kondisi 

kepatuhan sukarela (Voluntary Comliance) pada masyarakat telah terbentuk. 

Kenyataannya yang ada di Indonesia menunjukan tingkat kepatuhan masih 

rendah. Hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang 

tercermin dari Tax Gap dan Tax Ratio (Darmayanti, 2004). 

Dalam Self Assessment System kejujuran, kesadaran, dan kepatuhan dari 

Wajib Pajak sangat dibutuhkan. Meninjau dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, semuannya memiliki keterkaitan yang 

erat. Tarif pajak yang tinggi juga dapat menjadi faktor pemicu kurangnya 
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kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan yang menjadi dasar 

pajak terutang. Dengan adannya celah untuk melakukan penghindaran pajak, 

pemerintah harus menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan 

terhadap upaya-upaya yang dapat mengancam penerimaan negara. Sistem 

administrasi perpajakan di Indonesia yang telah mengalami reformasi harus 

mampu mengantisipasi berbagai macam upaya-upaya penghindaran pajak 

(Rahim., dkk 2016). 

Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Dengan 

adannya pemeriksaan pajak ini diharapkan semua Kantor Pelayanan Pajak di 

Indonesia khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dapat 

melakukan pemeriksaan pajak degan baik dan optimal. Lubis (2006:84) 

mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan law enforcement, yaitu 

salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara office assessment 

menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan pajak (SPT) yang 

disampaikan wajib pajak secara self assessment. Menurut Undang-undang 

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dalam 

Waluyo (2018:65) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian 

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan/bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Dari pendapat di atas setiap pemeriksa 
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pajak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku yang dilakukan dengan objektif dan 

proporsional. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu melakukan pemeriksaan 

pajak terhadap wajib pajak di Kota Padang untuk menguji kepatuhan wajib 

pajak. Meskipun Wajib Pajak menghitung, melaporkan, dan 

memperhitungkan pajak yang akan dibayarkan sendiri, namun dalam 

prakteknya Fiskus juga akan menghitung secara Official Assessment untuk 

menguji kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan 

tidak adannya atau meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan 

tindakan penghindaran pajak di Kota Padang. 

Walaupun pemeriksaan memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan 

namun pemeriksaan pajak juga memiliki terget penerimaan. Dikarenakan 

kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah memerlukan pengawasan lebih 

agar dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

sehingga pendapatan pajak dapat mencapai taget (Rahim., dkk 2016). 

Pemeriksaan pajak dilakukan apabila telah terbit Surat Perintah 

Pemeriksaan atau yang disebut dengan SP2. Setelah pemeriksaa dilakukan 

oleh petugas pemeriksa (fiskus) secara Official Assessmemt selanjutnya 

apabila terjadi perbedaan antara perhitungan fiskus dengan Wajib Pajak maka 

diterbitkan surat ketetapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Waluyo 
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(2014:51) menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 

Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat 

Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak 

dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib 

Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. 

Setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak selanjutnya surat tersebut 

diberikan kepada Wajib Pajak tersebut agar mengetahui apakah pembayaran 

pajak nya sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau masi ada kesalahan 

yang harus diperbaiki. Jika Wajib Pajak merasa keberatan terhadap hasil 

Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan petugas pemeriksa, maka Wajib 

Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada DJP. Setelah 

diterima oleh DJP maka dilakukanlah pemeriksaan kembali setelah 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak tersebut. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam melaksanaan 

pemeriksaan yang efektif perlu menetapkan rencana dan strategi pemeriksaan 

secara spesifik dengan kriteria dapat diukur, dapat dicapai, relevan adanya 

batasan waktu, dan melakukan perbaikan terus-menerus yang diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan dari kegiatan 

pemeriksaan. Adisasmita (2011:170) mengemukakan bahwa Efektivitas 

adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang 

digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang 

memuaskan. 
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Pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah 

berusaha dengan mengikuti standar pemeriksaan, namun penerimaan pajak 

dirasa masi kurang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang hanya 

berjumlah 21 Fungsional dan petugas pemeriksa pajak dengan batasan 

optimal 12 pemeriksaan setiap tahunya. 

Tabel 1. Statistik Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

        Satu 

Tahun SP2 

Terbit 
Penerbitan SP2 

Penyelesaian 

SP2 
Tunggakan 

2019 901 784 117 

2018 944 692 252 

2017 864 567 297 

2016 706 440 266 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, 2020 

Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak pasti memiliki target penerimaan. 

Terget penerimaan yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa 

pajak, yang ada dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pemeriksaan pajak 

yang dilakukan. Berdasarkan tabel 1 diperoleh gambaran mengenai jumlah 

penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan dan penyelesaiannya di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada tahun 2016 penerbitan SP2 

sebanyak 706 dengan penyelesaian pemeriksaan sebanyak 440 dan ditemukan 

sebanyak 266 tunggakan pemeriksaan. Pada tahun 2017 penerbitan SP2 

sebanyak 864 dengan penyelesaian pemeriksaan sebanyak 567 dan 

mengalami kenaikan tunggakan pemeriksaan menjadi 297. Pada tahun 2018 

penerbitan SP2 menjadi 944 dengan penyelesaian pemeriksaan sebanyak 692 

dan mengalami penurunan tunggakan pemeriksaan menjadi 252. Pada tahun 
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2019 penerbitan SP2 yaitu sebanyak 901 dengan penyelesaian pemeriksaan 

784 dan tunggakan pemeriksaan sebanyak 117. 

Dari data diatas dapat dilihat adannya tunggakan pemeriksaan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu setiap tahunnya dan pada tahun 2017 

tunggakan pemeriksaan naik menjadi 297 yang mana pada tahun 2016 hanya 

berjumlah 266. Kenaikan tunggakan ini memungkinkan terjadinya ketidak 

efektivan terhadap pemeriksaan pajak yang dilakukan. 

Dalam penelitian terdahulu oleh (Rahim., 2016) meneliti tentang 

Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan 

Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukan bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada 

tahun 2012-2015 pada 5 rasio yang diuji, 3 diantarannya telah memenuhi 

prinsip efektivitas, sedangkan pada 2 rasio lainnya mengalami fluktuasi. 

Dalam penelitian lain, juga pernah dilakukan oleh Panga dan Anggraini 

Elim (2015) meneliti tentang Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. Hasil dari 2 rasio yang 

diuji yaitu rasio penyelesaian SP2 pada tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi 

dengan kategori cukup efektif pada tahun 2011, kurang efektif pada tahun 

2012 dan sangat efektif pada tahun 2013. Pada rasio penyelesaian SKP pada 

tahun 2011-2013 juga mengalami fluktuasi dengan kategori cukup efektif 

pada tahun 2011 dan tidak efektif pada tahun 2012-2013. Peneliti 

menyimpulkan bahwa pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat 
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meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh 

masyarakat di Kota Bitung. 

Dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa efektivitas 

pemeriksaan pajak berbeda-beda disetiap daerah. Sehingga diperlukan kajian 

lebih lanjut mengenai pemeriksaan pajak di daerah lain salah satunya di Kota 

Padang. 

Walaupun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu berdasarkan 

kuantitas pemeriksaan dapat terpenuhi. Namun kualitas pemeriksaan 

merupakan indikator yang juga menjadi pertimbangan kurang optimalnya 

jumlah dan nilai penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Karena kurang optimalnya 

jumlah dan nilai penerbitan Surat Ketetapan pajak, hal ini mengakibatkan 

banyak dari pemeriksaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Efektivitas 

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis menetapkan perumusan masalah 

yaitu “Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas 

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

Satu?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu” 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis ini 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun 

manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis 

Menambah wawasan penulis dari hasil penelitian terhadap Efektivitas 

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. 

2. Perusahaan 

Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu 

terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman, 

wawasan baru dan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut yang 

berhubungan dengan pelaksaanaan pemeriksaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari data, analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti 

dapat mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Padang Satu belum memenuhi prinsip efektif, karena: 

a. Rasio penyelesaian pemeriksaan telah mencapai standar yang 

ditetapkan yaitu rata-rata penyelesaian pemeriksaan sebesar 159%. 

b. Rasio Surat Ketetapan Pajak yang disetujui wajib pajak mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 telah mencapai 

standar yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 

2019 tidak mencapai standar yang ditetapkan. Rasio Surat Ketetapan 

Pajak yang disetujui wajib pajak hanya mencapai rata-rata sebesar 

43%. 

c. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak mencapai standar yang telah 

ditetapkan sedangkan pada tahun 2019 rasio penyelesaian 

pemeriksaan tepat waktu dapat mencapai target. Rasio Penyelesaian 

Pemeriksaan Tepat Waktu hanya mencapai rata-rata sebesar 71%. 

d. Laju Pertumbuhan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 pada 

kecenderungan meningkat maskipun mengalami fluktuasi.
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2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak didukung dengan: 

a. Adanya kerjasama dan koordinasi internal yang baik antar seksi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. 

b. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain terkait dengan 

data-data wajib pajak sebagai data pendukung pemeriksaan. 

c. Pemanfaatan teknologi dan aplikasi SIDJP dan juga e-Audit yang 

terkomputerisasi. 

e. Peningkatan kemampuan pemeriksa pajak dengan kegiatan formal dan 

non formal seperti training, workshop, e-learning dan diklat. 

3. Selain adanya faktor pendukung, pemeriksaan pajak juga dapat terhambat 

karena: 

a. Data dari wajib pajak yang tersedia masi kurang lengkap, khususnya 

data yang menyangkut peredaran usaha wajib pajak itu sendiri sebagai 

dasar pemeriksaan. 

b. Tingkat kesadaran wajib pajak maupun pihak eksternal tentang hak 

dan kewajiban pada saat dilakukan pemeriksaan pajak masi rendah. 

c. Alokasi waktu pemeriksaan yang terbatas dan jumlah pegawai 

fungsional pemeriksa pajak tidak sebanding dengan volume 

pemeriksaan yang dilakukan. 

d. Pemilihan terhadap wajib pajak yang diperiksa kurang selektif yang 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemeriksaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk 

meningkatkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak yaitu sebagai berikut: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya lebih rutin 

melakukan sosialisasi kepada wajib pajak seperti kelas pajak dan 

sosialisasi berkala tentang peraturan perundang-undangan pajak terbaru 

ataupun mengenai teknis pemeriksaan pajak dan pembukuan, sehingga 

kepatuhan wajib pajak tidak hanya saat dilakukannya pemeriksaan namun 

menyeluruh pada semua aspek kewajiban perpajakannya yang dimulai dari 

pembukuan wajib pajak. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya melakukan 

penambahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk 

memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti perekrutan pegawai 

di bagian pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan yang dilakukan lebih 

efektif dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 

3. Kentor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak yang memiliki analisis resiko 

tinggi dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui seksi pengawasan dan 

konsultasi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kesadaran 

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. 
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4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya membuat target 

dalam semua bidang yang berpotensi memperbesar penerimaan pajak, ini 

juga bertujuan untuk meningkatkan semangat para pegawai dalam 

menjalankan tugasnya, serta sebagai bahan evaluasi untuk kinerja pada 

tahun berikutnya. 
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